
BUPATI LAMONGAN 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 42 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI !ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa penetapan besarnya retribusi sebagai 
pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan 
bangunan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 ten tang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dalam 
pengurusan perijinan terhadap penentuan satuan 
besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan, 
perlu dilakukan perubahan atas tarif retribusi dalam 
Peraturan Daerah dimaksud khususnya pada 
retribusi pembangunan sarana dan prasarana 
bangunan tangki BBM; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, serta guna 
melaksanakan ketentuan dalam Pasal 155 Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Perubahan 
Atas Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam 
Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di 
lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam 
Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725); 
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4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) ; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4532); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4655) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 0 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 



Menetapkan 
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14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman 
Persyaratan Bangunan Gedung; 

Nomor 
Teknis 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas 
dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan; 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung; 

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Urn um Nomor 
25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat 
Laik Fungsi Bangunan Gedung; 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan 
Gedung dan Rumah Negara ; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 
Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 
Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten 
Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2007 Nomor 2/E); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2010 Nomor 24). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
TARIF RETRIBUSI !ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

Pasal I 

Ketentuan besarnya tarif retribusi pembangunan sarana dan prasarana 
bangunan tangki BBM sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Romawi 
VII, kolom 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan (Serita Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24) diubah sehingga berbunyi 
60.000/m'. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Lamongan. 

pengundangan 
Berita Daerah 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 3o De<-<,,-,bcr 2'>1"/ 

Diundangkan di Lamongan 
Pada tanggal 30 Desember 2014 

< 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
LAMO OAN 
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SERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 42 
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